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I. UMUM 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. 

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dipandang perlu 

disempurnakan guna menampung perkembangan dalam jenis Piutang 

Negara/Daerah yang ada.  

Pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara 

lain meliputi: 

1.  Pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan 

pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.  

www.peraturan.go.id



No.6119 -2- 

2. Penyempurnaan pengaturan penghapusan Piutang Negara yang 

bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana 

investasi/rekening pembangunan daerah. 

Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara/Daerah atas 

piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek 

pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang 

disebabkan hal sebagai berikut: 

1. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang cara pengurusannya diatur 

dalam Undang-Undang tersendiri, dan tidak diserahkan 

pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat 

penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur 

bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah dilakukan dalam hal 

optimalisasi penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang 

Negara telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disusun 

untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang 

pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 

2. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang tidak dapat diserahkan 

pengurusannya kepada Panitia urusan Piutang Negara karena tidak 

memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh 

karenanya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak 

dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang 

Negara/Daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang 

menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang. 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ini juga disusun 

dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatan penyelesiaan 
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